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BAB I  
PEMBAHASAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Berbicara dalam ilmu Administrasi Negara tidak pernah lepas dari 
pembicaraan kebijakan publik. Dikarenakan kebijakan publik merupakan 
bagian utama dari ilmu Administrasi Negara. Kebijakan publik diambil 
oleh penguasa negara (presiden) dan Bupati/Gubernur selaku orang yang 
berkuasa disuatu daerah. 
Berhasil tidaknya, baik buruknya suatu kebijakan publik tersebut 
akan dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat sebagai objek dari 
kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Tidak satupun negara 
diploklamirkan tanpa cita-cita abadi yang luhur,karna justru disetiap cita-
cita itulah terletak kepentingan bersama yang diikat secara kuat untuk 
mencapai tujuan. Dalam makna yang radikal,negara bisa saja bubar bila 
konstitusinya merasa bahwa cita-cita bersama itu diabaikan, atau 
dimanipulasi oleh sekelompok kecil elit yang tidak bertanggung jawab. 
Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir karena cita-cita 
bersama dengan membawa 200 juta lebih rakyatnya. Lima sila yang 
menjadi simbol  masing-masing bukanlah sekedar hafalan bagi rakyatnya, 
tetapi juga menjadi cita-cita bersama yang harus diperjuangkan 
pencapaiannya. Apapun kebijakan yang dikeluarkan selama arah kemudi 
masih kepada kelima tiang-tiang cita-cita negara tersebut, maka tidak ada 
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alasan bagi rakyat untuk menentangnya. Sejak awal indonesia didirikan 
dengan mendapatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari 
proses pembangunan. Seluruh strategi kebijakan dan pembangunan 
ekonomi yang dipilih menuju pada kemasalahan bersama. 
Menurut badan pusat statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk 
miskin periode maret 2015 sebanyak 28,259 juta jiwa baik diperkotaan 
maupun di pedesaan. Jika dibanding periode september 2014 yang hanya 
27,73 juta jiwa baik diperkotaan maupun di pedesaan,jumlah penduduk 
miskin dari tahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan sebanyak 860 ribu 
orang. 
Kemiskinan sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek ekonomi 
saja, tetapi juga menyangkut aspek lain,seperti aspek kesehatan, 
pendidikan, sosial dan lainnya, namun kemiskinan dan ekonomi 
mempunyai kaitan yang sangat erat miskin/tidaknya masyarakat diukur 
dan tingkat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. 
Penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal : pasal 27 ayat 2 “Tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”, pasal  28 H ayat I “ Setiap orang berhak hidup sejahtera 
lahir dan bathin,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yangbaik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2 “ 
Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khsus untuk 
 3 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persmaan 
dan keadilan. 
Agama merupakan sistem sosial yang sudah terlembaga dalam 
setiap masyarakat. Secara mendasar agama menjadi norma yang mengikat 
dalam keseharian dan menjadi pedoman dari sebagian konsep ideal. 
Ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong 
kehidupan individu sebagai acuan dalam berinteraksi kepada Tuhan, 
sesama manusia maupun alam sekitarnya. Ajaran itu bisa diterapkan dalam 
mendorong perilaku ekonomi, sosial dan budaya. 
Banyaknya Penduduk merupakan modal yang dapat dijadikan 
sebagai potensi bisnis perekonomian. Karena penduduk adalah modal 
besar dan faktor utama dalam sektor pembangunan. Kondisi sosial 
ekonomi tercermin dalam mata pencaharian penduduk atau status usaha 
mereka dalam kehidupan berumah tangga mata pencaharian antara lainnya 
yaitu sebagai petani, buruh, peternak, pedagang, PNS, pengrajin, swasta, 
dan guru.   
Kabupaten Kampar terutama Desa Ridan Permai memiliki banyak 
potensi terutama dibidang pertanian dan perikanan. Sebagian besar 
masyarakat memanfaatkan lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan 
sebagai tumpuan hidupnya. Mereka biasa menanam kelapa sawitdan karet 
dan juga membudidayakan ikan patin melalui keramba ( kolam ikan 
berupa rakit). Dan sebagian kecil bekerja di sektor listrik, gas, dan air 
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bersih. Desa Ridan Permai masih memegang teguh prinsip kekeluargaan 
dan gotong royong dalam hidup sehari-hari. Jumlah Penduduk di Desa 
Ridan Permai pada tahun 2016 mencapai 3.768 jiwa dimana jumlah 
masyarakat miskin pada Desa Ridan Permai Berjumlah 316 Orang pada 
tahun 2016. 
Dengan adanya program ekonomi kerakyatan diharapkan dapat 
memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 
sehingga bergeraknya sektor riil, yang pada gilirannya bergeraknya roda 
perekonomian di suatu daerah. Jumlah nasabah Program Ekonomi 
Kerakyatan pada tahun 2012 berjumlah 992 Nasabah, 2013 berjumlah 564 
nasabah, 2014 berjumlah 216 , 2015 berjumlah 65, dan 2016 berjumlah 32 
nasabah. 
Adapun Program Ekonomi Kerakyatan ini bertujuan untuk 
Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 
agar mampu meningkatkan kesejahteraan, Mewujudkan usaha mikro, 
usaha  kecil dan koperasi yang mandiri dan tangguh sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat untuk mendukung 
peningkatan ekonomi daerah, Membuka lapangan kerja baru, 
mengembangkan serta meningkatkan produktivitas usaha sehingga dapat 
menyerap lebih banyak tenaga kerja, Memacu pertumbuhan ekonomi dan 
perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui bergeraknya sektor riil. 
Guna mengimplementasikan  program ekonomi yang berbasis 
kerakyatan ini, pemerintah Kabupaten  Kampar pada tahun 2002 telah 
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mengalokasikan dana bergulir (revolving fund) pada APBD Kabupaten 
Kampar, untuk digulirkan kepada masyarakat melalui lembaga keuangan 
(BANK PD. BPR Sarimadu)  sebesarRp. 40.000.000.000,-  dan pada tahun  
2003 berjumlah Rp. 125.000.000.000,-.Sasaranpenerima dana bergulir 
adalah masyarakat golongan ekonomi lemah pada sektor pertanian, 
perindustrian, perdagangan, dan jasa, koperasi, bagi usaha mikro dan kecil 
baik perorangan, berkelompok maupun badan usaha yang berbadan 
hukum. 
Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 
(memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- tidak termasuk 
tanah dan bangunan; memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 
300.000.000.sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif 
yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau Badan Usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
(memiliki kekayaan bersih> Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta diluar tanah dan 
bangunan), yang hasil penjualan tahunan  > Rp. 300 juta s/d Rp 2,5 
Milyar).  
Adapun dalam pelaksanaan program Ekonomi Kerakyatan ini 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Dinas 
Pertanian dan Peternakan , Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas 
Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Kampar. 
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Tim Verifikasi Dana Bergulir yang dibentuk oleh Bupati Kampar 
berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat Kampar dalam melakukan 
pinjaman, dimana pemerintah bekerja sama dengan Bank PD. BPR 
Sarimadu Bangkinang Sebagai Sarana Pancaran Pinjaman. 
Adapun permasalahan terkait Program Ekonomi Kerakyatan yang 
peneliti temukan adalah :  
1. . Semakin Berkurangnya Nasabah Dana Bergulir Tiap Tahunnya Ditandai 
dengan data berikut : 
Jumlah 
Nasabah 
Tahun Anggaran (Rp) 
992 2012 40.384.000.000 
564 2013 25.155.000.000 
216 2014 11.097.368.970 
65 2015 3.455.000.000 
Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Dana Bergulir 
2. Banyaknya kredit macet , dimana nasabah tidak membayar ansuran 
perbulan , yang menyebabkan banyaknya dana yang menunggak sehingga 
proses program Ekonomi Kerakyatan tersebut tidak berjalan dengan baik , 
sementara ansuran yang dibayar oleh nasabah tersebut diputarkan lagi 
untuk nasabah dana bergulir selanjutnya. 
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3. Tidak tercapainya target penagihan oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir 
dimana target penagihan Tim Verifikasi  Dana Bergulir adalah 3 Miliar 
Pertahun,  sementara penagihan pada tahun 2016 hanya 2. 160.119.505,00. 
Adapun Peraturan Bupati Kampar Nomor : 7 tahun 2013 tentang 
petunjuk pelaksanaan Dana Bergulir Program Ekonomi Kerakyatan 
Kabupaten Kampar. Tim yang dibentuk oleh Bupati Kampar ada 2 Jenis: 
Pertama Tim Verifikasi Dana Berguler yang terdiri dariperwakilan Dinas-
dinas. Kedua sekretariat tim Verifikasi Dana Bergukir yang bertugas 
sebagai administrator dana bergulir. 
Tim verifakasi Dana Bergulir Kabupaten Kampar bertanggung 
jawab Kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kampar. Sedangkan Sekretariat Tim Verifikasi  Dana Bergulir 
bertanggung jawab kepada ketua Tim Verifikasi Dana Bergulir melalui 
Sekretaris tim Verifikasi Dana Bergulir Kabupaten Kampar. Tim dan 
Sekretariat tim Verifikasi Dana Bergulir mempunyai kantor Sekretariat 
pada Bank PD BPR Sarimadu Bangkinang. 
Dan Data dan Fenomena ynag terjadi diatas penulis tertarik untuk 
meneliti tentang program yang dibentuk oleh Bupati Kampar dimana 
programnya yakni Program ekonomi  ingin Kerakyatan. Adapun judul dari 
penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah”Analisis Pelaksanaan 
Program Ekonomi Kerakyatan di Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dari Latar Belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah 
penelitian adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan program Ekonomi Kerakyatan yang diadakan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada Desa Ridan Permai 
2. Apasajakah  faktor- faktor penghambat dalam pelaksanaan program 
Ekonomi Kerakyatan di Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam bidang 
Ekonomi Kerakyatan di Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar 
2. Untuk mengetahui faktor- faktor penghambat dalam pelaksanaan program 
Ekonomi Kerakyatan di Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Penulis bermanfaat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 
berfikir dalam menganalisa program Ekonomi Kerakyatan di Desa Ridan 
Permai Kabupaten Kampar 
2. Bagi pemerintah kabupaten kampar dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
rangka peningkatan program Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Kampar 
3. Bagi Fekonsos UIN Suska Riau bermanfaat dalam memperkaya bahan 
referensi dibidang Ilmu Administrasi Negara 
